Menimbang

Mengingat

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan
di Lingkungan Instansi Pemerintah dan hasil evaluasi dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor: B/318/M.SM.04.00/2019 Tanggal 29 Maret
2019 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan

di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6766);
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Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang

Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1636);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;




Menetapkan

L1.
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan daerah yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan dalam pemerintahan atau organisasi

yang ditetapkan berdasarkan pengukuran dan penghitungan bobot dan nilai

pekerjaan melalui evaluasi Jabatan.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

formasi, sistem Kkarir, kinerja, pemberian tunjangan, tambahan penghasilan serta

sistem penggajian.

BAB II
KELAS JABATAN
Pasal 3

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungional dan Jabatan lainnya di Lingkungan

Pemerintah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

Lampiran II, Lampiran [, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,

: ; ARDIANSYAH SULAIMAN
Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRA YAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 100




LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

REKAPITULASI
KELAS JABATAN, PERSEDIAAN PEGAWAI DAN KEBUTUHAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO. KELAS JABATAN PERSEDIAAN PEGAWAI KEBUTUHAN PEGAWAI
1 2 3 4
1 17 0 0
2 16 0 0
3 15 1 1
4 14 40 82
5 13 3 16
6 12 98 242
/ 11 448 803
8 10 210 339
S 9 1,146 1,712
10 8 1,592 4,871
11 7 1,159 2,770
12 6 : e | : ag0s
13 5 629 2,980
14 4 2 30
15 3 32 729
16 Z 0 0
17 1 34 739
TOTAL 6,122 20,208




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 100 TAHUN 2021

A
- & TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KELAS | PERSEDIAAN | KEBUTUHAN
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL PR T SEcAwAl KETERANGAN
F | Fd 3 4 5 &
1 SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIS DAERAH 15 1 1
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 14 1 -
1.1. | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 12 1 1
1.2, BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN HUKUM | 12 1 :
1.3, BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL 5 1 1
1.4. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12 1 1
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 14 1 1
1.5. | BAGIAN PEREKONOMIAN
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN [ 12 1 1
1.6. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM I a2 1 | 1
1.7. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN [ =12 1 [ 1
1.8. | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 12 1 1
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 14 1 1
1.9. BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN | 12 1 | 1
1.10. | BAGIAN ORGANISASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI | 22 1 | 1
1.11. BAGIAN KERIASAMA )
KEPALA BAGIAN KERJASAMA i 1 | 1
1.12. BAGIAN UMUM
KEPALA BAGIAN UMUM [ 32 1 | 1
3 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 14 1 1
KEPALA BAGIAN UMUM 11 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BAGIAN KEUANGAN 11 1 1
KEPALA BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT 11 1 1
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN 11 1 1
3, DINAS KEBUDAYAAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN 11 1 1
KEPALA BIDANG KESENIAN, TRADISI DAN PERFILMAN 11 1 1
KEPALA BIDANG SEJARAH 11 1 1
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 11 1 1
4, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA 11 1 1
KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA 11 1 7
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN 11 1 1
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN 2EMUDA 11 1 1
4.1, UPT SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
KEPALA UPT SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA ] 1 1
5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCAFTARAN PENDUDUK 11 1 1
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 11 1 1
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 11 1 1
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN 11 1 1
6. DINAS KESEHATAN
KEPALA DINAS KESEHATAN 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 9 1 1
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 11 1 1
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALAIN PENYAKIT il 1 1
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 11 1 1
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN 11 1 1
6.1. UPT PUSKESMAS TELUK LINGGA
KEPALA UPT PUSKESMAS TELUK LINGGA 9 1 %
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS TELUK LINGGA 8 1 1




KELAS | PERSEDIAAN | KEBUTUHAN
e HAMANERTANSIRIRTUIN. JABATAN PEGAWAI PEGAWAI o i
1 2 3 1 5 3
6.2. UPT PUSKESMAS SANGATTA UTARA
KEPALA UPT PUSKESMAS SANGATTA UTARA 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS SANGATTA UTARA -] : b
6.3. UPT PUSKESMAS SANGATTA SELATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS SANGATTA SELATAN 9 1 1
KEPALA SUS BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS SANGATTA SELATAN 8 1 1
6.4. UPT PUSKESMAS TELUK PANDAN
KEPALA UPT PUSKESMAS TELUK PANDAN 9 14 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS TELUK PANDAN 8 1 1
6.5. UPT PUSKESMAS RANTAU PULUNG
KEPALA UPT PUSKESMAS RANTAU PULUNG 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS RANTAU PULUNG 8 1 1
6.6. UPT PUSKESMAS SEPASO
KEPALA UPT PUSKESMAS SEPASO S 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS SEPASO 8 2 1
6.7. UPT PUSKESMAS TEPIAN BARU
KEPALA UPT PUSKESMAS TEPIAN BARU 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS TEPIAN BARU ) 3 i
6.8. UPT PUSKESMAS KALIORANG
KEPALA UPT PUSKESMAS KALIORANG 9 1 3
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KALIORANG 8 3 1
6.9. UPT PUSKESMAS KAUBUN
KEPALA UPT PUSKESMAS KAUBUN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KAUBUN 8 1 X
6.10. UPT PUSKESMAS KARANGAN
KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGAN 9 1 i
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KARANGAN 8 ¥ i
6.11. UPT PUSKESMAS SANGKULIRANG
KEPALA UPT PUSKESMAS SANGKULIRANG 9 1 ¥
KEPALA SUB BAGIAN TATA LSAHA UPT PUSKESMAS SANGKULIRANG 3 1 1
6.12. UPT PUSKESMAS SANDARAN
KEPALA UPT PUSKESMAS SANDARAN G 1 x
KEPALA SUB BAGIAN TATA LSAHA UPT PUSKESMAS SANDARAN 8 1 1
6.13. UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU |
KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU | g 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA LSAHA UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU | 8 1 a
6.14. UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU 11
KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU II 9 ! I
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU I 8 1 1
6.15. UPT PUSKESMAS KOMBENG
KEPALA UPT PUSKESMAS KOMBENG 9 1 X
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KOMBENG 8 T 1
6.16. UPT PUSKESMAS TELEN
KEPALA UPT PUSKESMAS TELEN ) 1 z
KEPALA 5UB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS TELEN 8 1 1
6.17. UPT PUSKESMAS MUARA BENGKAL
KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA BENGKAL 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS MUARA BENGKAL 8 A 3
6.18. UPT PUSKESMAS MUARA ANCALONG
KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA ANCALONG ] 1 x
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS MUARA ANCALONG 8 1 3
6.19. UPT PUSKESMAS BATU AMPAR
KEPALA UPT PUSKESMAS BATU AMPAR 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS BATU AMPAR 8 1 1
6.20. UPT PUSKESMAS LONG MESANGAT
KEPALA UPT PUSKESMAS LONG MESANGAT 9 3 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS LONG MESANGAT 8 1 3
6.21. UPT PUSKESMAS BUSANG
KEPALA UPT PUSKESMAS BUSANG 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS BUSANG 8 1 3
6.22. UPT INSTALASI FARMASI
KEPALA UPT INSTALASI FARMAS! 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT INSTALASI FARMASI 8 1 1
6.23. UPT LABORATORIUM KESEHATAN
KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN 9 % %
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT LABORATORIUM KESEHATAN 8 1 %
6.24. UPTD RSUD SANGKULIRANG
KEPALA UPTD RSUD SANGKULIRANG ] ol 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD RSUD SANGKULIRANG 8 1 I
KEPALA SEKSI MEDIS DAN KEPERAWATAN 8 3 T
KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS 8 1 i
7 5 DINAS KETAHANAN PANGAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN 14 1 1
SEKRETARIS 2 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUN DAN KEPEGAWAIAN g9 1t 5
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN 11 1 1
KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN 11 1 4
KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEANEKARAGAMAN PANGAN 11 1 1
KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN 11 1 1
8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUNM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 9 1 1
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN 11 % 1
KEPALA BIDANG PENGELQOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 11 1 1
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 11 1 1
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP 11 1 1




KELAS

PERSEDIAAN

KEBUTUHAN

4 PAMEINEINTA T TURAL JABATAN PEGAWAI PEGAWAI RO
1 Fi 3 4 3 (]
8.1. UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
KEPALA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 9 = 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 8 1 1
B.2. UPT KEBERSIHAN SANGATTA UTARA
KEPALA UPT KEBERSIHAN SANGATTA UTARA 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT KEBERSIHAN SANGATTA UTARA 8 i 1
8.3. UPT KEBERSIHAN SANGATTA SELATAN
KEPALA UPT KEBERSIHAN SANGATTA SELATAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT KEBERSIHAN SANGATTA SELATAN ] ph 3
8.4. UPT TPA, PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK DAN LUMPUR TINJA
KEPALA UPT TPA, PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK DAN LUMPUR TINJA 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT TPA, PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK DAN LUMPUR TINJA 8 3 3%
9. DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 9 1 1
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR 11 1 ¥
KEPALA BIDANG BINA MARGA 11 1 1
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA 11 1 1
KEPALA BIDANG BINA JASA KONTRUKSI 11 1 3
9.1. UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UNIT PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT
KEPALA UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UNIT PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT 9 1 E
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UNIT PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 8 1 1
ATAU ALAT BERAT
| s.2. UPT PERALATAN DAN PPR JALAN ATAU ALAT BERAT KECAMIATAN SANGATTA UTARA
KEPALA UPT PERALATAN DAN PPR JALAN ATAU ALAT BERAT KECAMATAN SANGATTA UTARA 9 1 3
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PERALATAN DAN PPR JALAN ATAU ALAT BERAT KECAMATAN SANGATTA g 1 1
UTARA
9.3. UPT PERALATAN DAN PPR JALAN ATAU ALAT BERAT KECAMATAN SANGKULIRANG
KEPALA UPT PERALATAN DAN PPR JALAN ATAU ALAT BERAT KECAMATAN SANGKULIRANG £l 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PERALATAN DAN PPR JALAN ATAU ALAT BERAT KECAMATAN 8 1 1
SANGKULIRANG
9.4. UPT PERALATAN DAN PPR JALAN ATAU ALAT BERAT KECAMATAN MUARA BENGKAL
KEPALA UPT PERALATAN DAN PPR JALAN ATAU ALAT BERAT KECAMATAN MUARA BENGKAL 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PERALATAN DAN PPR JALAN ATAU ALAT BERAT KECAMATAN MUARA 8 1 1
BENGKAL
9.5. UPT PERALATAN DAN PPR JALAN ATAU ALAT BERAT KECAMATAN MUARA WAHAU
KEPALA UPT PERALATAN DAN PPR JALAN ATAU ALAT BERAT KECAMATAN MUARA WAHAU g 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PERALATAN DAN PPR JALAN ATAU ALAT BERAT KECAMATAN MUARA 8 1 1
WAHAU
10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 14 1 1
SEKRETARIS 12 3 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 % 1
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 9 1 b
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA 11 % 4
KEPALA BIDANG SDA, TTG DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 11 3 X
KEPALA BIDANG USAHA EKCNOMI DESA 11 1 1
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 13 1 25
11. DINAS PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN 14 1 %
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR i1 3 1
KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN EVALUASI PENDIDIKAN DASAR 9 z 1
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN KETENAGAAN PENDIDIKAN DASAR 9 3 z
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH 11 1 1
KEPALA SEKS! KURIKULUM DAN EVALUASI PENDIDIKAN MENENGAH g 3 T
KEPALA SEKS| PENGENDALIAN MUTU DAN KETENAGAAN PENDIDIKAN MENENGAH 9 1 1
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 11 r s 1
KEPALA SEKS! PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9 3 1
KEPALA SEKSI SERTIFIKASI DAN KUALIFIKASI 9 i %
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 11 3 i
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 9 1 1
KEPALA SEKS! BINA PROGRAM DAN KESETARAAN £l i3 1
L1 UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SANGATTA SELATAN
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SANGATTA SELATAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SANGATTA SELATAN g T 1
11.2. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SANGATTA UTARA
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SANGATTA UTARA 9 ) 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SANGATTA UTARA 8 1 1
11.3. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN TELUK PANDAN
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN TELUK PANDAN 9 : | 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN TELUK PANDAN 8 1 3
11.4. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RANTAU PULUNG
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RANTAU PULUNG £l % ¥
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RANTAU PULUNG 8 4 T
11.5. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN BENGALON
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN BENGALON 9 1 5
KEPALA S5UB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN BENGALON 8 % 1
11.6. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KALIORANG
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KALIORANG 9 15 5 4
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KALIORANG 8 1 1
11.7. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KAUBUN
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KAUBUN g i 1
KEPALA 5UB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KAUBUN 3 % 1
11.8. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGAN




KELAS | PERSEDIAAN | KEBUTUHAN
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL AT e AL AR KETERANGAN
3 Z 3 3 5 3
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGAN ] 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGAN 3 1 1
11.9. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SANGKULIRANG
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SANGKULIRANG 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SANGKULIRANG 3 1 1
1.10. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SANDARAN
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SANDARAN E 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SANDARAN £ 1 1
EELH UPT PENDIDIKAN KECAMATAN MUARA WAHAU
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN MUARA WAHAU 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA LSAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN MUARA WAHAU 8 1 1
1.12. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN TELEN
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN TELEN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA LSAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN TELEN 8 1 1
.1.13. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KOMBENG
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KOMBENG ] 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KOMBENG 8 1 1
J1.14. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN MUARA BENGKAL
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN MUARA BENGKAL 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN MUARA BENGKAL 8 1 1
1.15. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN BATU AMPAR
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN BATU AMPAR g 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN BATU AMPAR 3 1 1
.1.16. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN LONG MESANGAT
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN LONG MESANGAT 5 p 3 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN LONG MESANGAT 8 1 1
1.17. UPT PENDIDIKAN KECAMATAN BUSANG
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN BUSANG 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN BUSANG 8 1 1
11.18.| UPT PENDIDIKAN KECAMATAN MUARA ANCALONG
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN MUARA ANCALONG £l 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN MUARA ANCALONG E] 1 1
.1.19. UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SANGATTA UTARA
KEPALA UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SANGATTA UTARA 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SANGATTA UTARA 8 1 8
.1.20. UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SANGATTA SELATAN
KEPALA UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SANGATTA SELATAN ] 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SANGATTA SELATAN 8 1 1
12. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KEPALA DINAS PENGENDAL AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PENYULUFAN DAN PENGGERAKAN 11 1 1
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA 13 1 1
KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 11 1 1
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK 11 1 1
13. DINAS PERKEBUNAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMODITI 11 1 1
KEPALA BIDANG USAHA 11 1 1
KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN 11 1 1
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN 11 1 1
14. DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PENATAAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 11 1 1
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN 11 1 1
KEPALA BIDANG PERENCANAAN RUANG 11 1 1
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG 11 1 1
13.1. UPT SURVEY DAN PEMETAAN
KEPALA UPT SURVEY DAN PEMETAAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT SURVEY DAN PEMETAAN 8 1 1
1. DINAS PERTANIAN
KEPALA DINAS PERTANIAN 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN o 1 1
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA 11 1 1
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 11 1 1
KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 11 1 1
KEPALA BIDANG PENYULUFAN 11 1 1
15.1. UPT PUSKESWAN KECAMATAN TELUK PANDAN
KEPALA UPT PUSKESWAN KECAMATAN TELUK PANDAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESWAN KECAMATAN TELUK PANDAN £ 1 1
15.2. UPT PUSKESWAN KECAMATAN RANTAU PULUNG
KEPALA UPT PUSKESWAN KECAMATAN RANTAU PULUNG 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESWAN KECAMATAN RANTAU PULUNG 8 1 1
15.3. UPT PUSKESWAN KECAMATAN KALIORANG
KEPALA UPT PUSKESWAN KECAMATAN KALIORANG E] 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESWAN KECAMATAN KALIORANG 3 ! 1
15.4. UPT PUSKESWAN KECAMATAN LONG MESANGAT
KEPALA UPT PUSKESWAN KECAMATAN LONG MESANGAT 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESWAN KECAMATAN LONG MESANGAT 5 1 1
15.5. UPT PUSKESWAN KECAMATAN KOMBENG
KEPALA UPT PUSKESWAN KECAMATAN KOMBENG 9 1 1 |




KELAS | PERSEDIAAN | KEBUTUHAN
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL kATt SECmirAl R KETERANGAN
1 Fi 3 4 L3 5
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESWAN KECAMATAN KOMBENG 8 1 1
15.6. UPT PUSKESWAN KECAMATAN BENGALON
KEPALA UPT PUSKESWAN KECAMATAN BENGALON 9 1 1.
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESWAN KECAMATAN BENGALON 38 1 %
15.7. UPT BALAI BENIH PADI DAN PALAWLIA KALIORANG
KEPALA UPT BALAI BENIH PADI DAN PALAWLA KALIORANG 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT BALAI BENIH PADI DAN PALAWLA KALIORANG 8 1 1
15.8. UPT BALAI BENIH HORTIKULTURA RANTAU PULUNG
KEPALA UPT BALAI BENIH HORTIKULTURA RANTAU PULUNG ] 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT BALAI BENIH HORTIKULTURA RANTAU PULUNG 2 1 1
15.9. UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN SANGATTA UTARA
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN SANGATTA UTARA 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN SANGATTA 8 4 i
UTARA
5.10. UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN SANGATTA SELATAN
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN SANGATTA SELATAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN SANGATTA 8 . 4
SELATAN
.5.11, UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN TELUK PANDAN
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN TELUK PANDAN g 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN TELUK R i y
PANDAN
5.12. UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN RANTAU PULUNG
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN RANTAU PULUNG El 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN RANTAU 8 4 5
PULUNG
5.13. UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN BENGALON
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN BENGALON 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN BENGALON g 1 1
5.14. UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN BATU AMPAR
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN BATU AMPAR E 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN BATU AMPAR 8 1 1
5.15. UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN TELEN
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN TELEN 9 1 ¥
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN TELEN 3 1 1
5.16. UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN MUARA WAHAU
KEPALA UPT PENYULUH PEFTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN MUARA WAHAU ] 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN MUARA 8 i .
WAHAU
5.17. UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOMBENG
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOMBENG 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOMBENG 8 1 1
.5.18. UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN LONG MESANGAT
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN LONG MESANGAT 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN LONG 8 5 .
MESANGAT
.5.19, UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN MUARA ANCALONG
KEPALA UPT PENYULUH PEETANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN MUARA ANCALONG 9 5 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN MUARA g i §
ANCALONG
15.20.| UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN MUARA BENGKAL
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN MUARA BENGKAL 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN MUARA g § i
BENGKAL
15.21. | UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN BUSANG
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN BUSANG 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN BUSANG 8 1 1
5.22. UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KALIORANG
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KALIORANG S 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KALIORANG 8 1 1
15.23.| UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KAUBUN
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KAUBUN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KAUBUN 3 1 1
.5.24. UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN SANGKULIRANG
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN SANGKULIRANG 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN a : A
SANGKULIRANG
5.25. UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KARANGAN
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KARANGAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KARANGAN 8 1 1
5.26. UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN SANDARAN
KEPALA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN SANDARAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN SANDARAN 8 1 1
5.27. UPT RUMAH POTONG HEWAN (RPH)
KEPALA UPT RUMAH POTONG HEWAN (RPH) ) 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT RUMAH POTONG HEWAN (RPH) 2 f 5 1
| 16. DINAS SOSIAL
KEPALA DINAS SOSIAL 14 1 i
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1




KELAS | PERSEDIAAN | KEBUTUHAN
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL ] vecaa | PECRMAL | RETERANGAN
1 £ 3 4 5 (]
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL 11 1 1
KEPALA BIDANG PELAYANAN SOSIAL 11 1 1
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL 11 1 1
KEPALA BIDANG BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL 11 1 1
17. | DINAS TENAGA KERIA DAN TRANSMIGRASI
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS! 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUN DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 9 X 1
KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 11 1 1
KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 11 1 1
KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 11 1 1
KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI 11 1 1
17.1. | UPT BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI
KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI g 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA LSAHA UPT BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI 8 1 1
18. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA 11 1 %
KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP 11 1 1
KEPALA BIDANG PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN PERIKANAN 11 1 1
18.1 UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT SANGKIMA
KEPALA UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT SANGKIMA 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT SANGKIMA 8 1 1
18.2. | UPT BALAI BENIH IKAN KALIORANG
KEPALA UPT BALAI BENIH IKAN KALIORANG 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT BALAI BENIH IKAN KALIORANG 8 1 1
18.3. | UPT BALAI BENIH UDANG TELUK LOMBOK
KEPALA UPT BALAI BENIH UDANG TELUK LOMBOK 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT BALAI BENIH UDANG TELUK LOMBOK 8 1 1
18.4. UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN
KEPALA UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN 8 1 1
18.5. | UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG
KEPALA UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG 8 1 1
19. | DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KEPALA DINAS KOMUNIKAS DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 11 1 1
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR Tl DAN TELEMATIKA 11 1 1
KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK 11 1 1
KEPALA SEKSI| PEMBINAAN PERANGKAT SANDI DAN KEAMANAN DATA 9 1 1
KEPALA SEKS| PENGELOHAN DATA STATISTIK 9 1 1
19.1. | UPTRADIO SIARAN
KEPALA UPT RADIQ SIARAN 9 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT RADIO SIARAN B 1
20. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 14 1 g
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG USAHA KOPERASI 11 i) 1
KEPALA BIDANG UMKM 1 1 1
KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI 11 1 1
21. | DINAS PARIWISATA
KEPALA DINAS PARIWISATA 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINAS! WISATA 11 % 1
KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN INDUSTRI PARIWISATA 11 1 1
KEPALA BIDANG KERJASAMA DAN USAHA JASA PARIWISATA 11 1 1
22 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUN DAN KEPEGAWAIAN a 1 1
KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KUALITAS KELUARGA, DATA DAN INFORMAS! 11 1 1
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK 11 1 1
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 11 1 1
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 14 1 1
SEKRETARIS 5] 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN ) 1 1
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN PROMOS! 11 1 1
KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 11 1 1
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 11 1 1
24 | DINAS PERHUBUNGAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 14 1 1
B SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT 11 1 !
KEPALA SEKSI LLAJ ) 1 1
KEPALA SEKS! ASDP 3 1 1




KELAS | PERSEDIAAN | KEBUTUHAN
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL SARAYAN |- PRCAGTAL PEGAWA! KETERANGAN
1 ¥l 3 4 5 [
KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT %1 1 1
KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT 9 1 1
KEPALA SEKSI TEHNIK SARANA PRASARANA LAUT 9 1 %
KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN UDARA 11 b 1
KEPALA SEKSI SAPRAS PERHUBUNGAN UDARA 9 1 1
KEPALA SEKSI ANGKUTAN DAN KESELAMATAN UDARA 9 1 1
24.1 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 9 I
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENGUIJIAN KENDARAAN BERMOTOR 8 1
25 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KEPALA DINAS PERINDUSTR AN DAN PERDAGANGAN 14 1 3
SEKRETARIS e 1 3
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN g 1 1
KEPALA BIDANG INDUSTRI 11 1 1
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN 11 1 1
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA 11 1 1
25.1 UPT PASAR KECAMATAN SANGATTA UTARA
KEPALA UPT PASAR KECAMATAN SANGATTA UTARA 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PASAR KECAMATAN SANGATTA UTARA 8 1 1
25.2 UPT PASAR MUARA WAHAU
KEPALA UPT PASAR MUARAWAHAU 9 1 3
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PASAR MUARA WAHAU 8 1 1
25.3 UPT PASAR KECAMATAN SANGKULIRANG
KEPALA UPT PASAR KECAMATAN SANGKULIRANG 5 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PASAR KECAMATAN SANGKULIRANG 8 1 1
26 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 14 1 i
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN i1 i 1
KEPALA BIDANG AKUISISI PENGELOLAAN DAN LAYANAN KEARSIPAN 11 1 1
KEPALA BIDANG PEMEINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN 11 1 1
26.1 UPT PERPUSTAKAAN SANGKULIRANG
KEPALA UPT PERPUSTAKAAN SANGKULIRANG 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PERPUSTAKAAN SANGKULIRANG g 1 i
26.2 UPT PERPUSTAKAAN MUARA BENGKAL
KEPALA UPT PERPUSTAKAAN MUARA BENGKAL 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PERPUSTAKAAN MUARA BENGKAL 8 1 i |
26.3 UPT PERPUSTAKAAN MUARA WAHAU
KEPALA UPT PERPUSTAKAAN MUARA WAHALU 5 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PERPUSTAKAAN MUARA WAHAU 8 1 1
26.4 UPT PERPUSTAKAAN SANGATTA UTARA
KEPALA UPT PERPUSTAKAAN SANGATTA UTARA 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PERPUSTAKAAN SANGATTA UTARA g i 1
27. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN 5 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PENCEGAFAN DAN PENYELAMATAN 11 1 1
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN 9 1 1
KEPALA SEKSI PENYELAMATAN 9 1 T
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA 11 1 1
KEPALA SEKSI PERALATAN 9 1 1
KEPALA SEKS| PEMELIHARAAN 9 7! i
28. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 4 1
KEPALA BIDANG PERUMAHAN 11 1 1
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN 11 1 1
28.1. UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KECAMATAN SANGATTA UTARA
KEPALA UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KECAMATAN SANGATTA UTARA 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KECAMATAN SANGATTA UTARA 8 4 1
28.2. UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KECAMATAN SANGATTA SELATAN
KEPALA UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KECAMATAN SANGATTA SELATAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KECAMATAN SANGATTA SELATAN 8 1 1
29. INSPEKTORAT
INSPEKTUR 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
INSPEKTUR WILAYAH PEMEANTU | (SATU) 11 1 1
INSPEKTUR WILAYAH PEMEANTU 1l (DUA) 11 1 1
INSPEKTUR WILAYAH PEMBANTU Il {TIGA) 11 1 1
INSPEKTUR WILAYAH PEMEANTU IV (EMPAT) 11 1 1
30. BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 14 % 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 i 1
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 11 1 1
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENS! PENDAPATAN 9 1 1
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN 11 1 1
KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN 9 1 1




KELAS | PERSEDIAAN | KEBUTUHAN
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL i veanmni- | rcanar. | XEVERANGAN
1 7 3 7 5 3
KEPALA SUB BIDANG KEBERATAN DAN BANDING 9 1 1
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN 11 1 1
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN 9 1 1
KEPALA SUB BIDANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN 1 1
KEPALA BIDANG PPB P2 DAN BPHTB 11 1 1
KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN 9 1 1
KEPALA SUB BIDANG PENGCLAHAN DATA DAN INFORMASI PB8 P2 DAN BPHTS 9 1 1
31. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUN DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG ANGGARAN 11 1 1
KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN 9 1 1
KEPALA SUE BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN 11 1 1
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN ) 1 1
KEPALA SUE BIDANG PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN ) 1 1
KEPALA BIDANG AKUNTANS! 11 1 1
KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN DAN BELANJA 9 1 1
KEPALA SUB BIDANG LAPORAN KEUANGAN 9 1 1
KEPALA BIDANG ASET DAERAH 11 1 1
KEPALA SUB BIDANG INVENTARISAS], DOKUMENTASI DAN PEMELIHARAAN ASET 9 1 1
KEPALA SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN ASET 9 1 1
32. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMEANGUNAN DAERAH 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN ) 1 1
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN ) 1 1
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SDM, PEMERINTAHAN DAN APARATUR FE 1 1
KEPALA BIDANG EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 11 1 1
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 11 1 1
KEPALA BIDANG PENGKAJIAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 11 1 1
33. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KEPALA SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN ) 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUN DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PENEGAKKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 11 1 1
KEPALA SEKS! PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN ) 1 1
KEPALA SEKS! PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN 9 i 1
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT 11 1 1
KEPALA SEKS| OPERASIONA. DAN PENGENDALIAN 3 1 1
KEPALA SEKS| KERJASAMA 9 1 1
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR 1 1 1
KEPALA SEKS| PELATIHAN DASAR 9 1 1
KEPALA SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL 9 3 1
34. | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 14 1 1
SERRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN 5 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI s Be 1 1
KEPALA BIDANG MUTASI 11 1 1
KEPALA BIDANG SISTEM INFORMAS! DAN ADMINISTRAS! KEPEGAWAIAN 11 1 1
35. | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 14 1 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN, PENGKAJIAN PERATURAN, SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 11 1 1
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 11 1 1
KEPALA BIDANG INOWVASI DAN TEKNOLOGI 11 i 1
36. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPALA BADAN KESATUAN 3ANGSA DAN POLITIK 14 b 1
SEKRETARIS 12 1 1
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 3 1 1
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI o T 1
KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT DAN KELEVIBAGAAN ) 1 1
KEPALA SUB BIDANG LEMBAGA PERWAKILAN PARPOL DAN PEMILU ) 1 1
KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WASBANG, DAN KEWASPADAAN 11 1 1
KEPALA SUB BIDANG KETARANAN IDEOLOGI NEGARA DAN WASBANG 9 1 1
KEPALA SUB BIDANG KETAFANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEPERCAYAAN ) 1 1
KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOM| 11 3 T
KEPALA SUB BIDANG KETAFANAN MONETER, INVESTASI, FISKAL, PERDAGANGAN DAN SUMBER DAYA ALAM 9 1 1
KEPALA SUB BIDANG KETAFANAN LEMBAGA USAHA EKONOMI, PERILAKU DAN KESENJANGAN
PEREKONOMIAN MASYARACAT 9 . 1
37. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12 1 1
SEKRETARIS 2 3 z
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9 1 1
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM 3 1 1
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN g 1 1
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 11 1 1
KEPALA SEKS! KESIAPSIAGAAN ) 1 1
KEPALA SEKS| PENCEGAHAN 3 1 1
KEPALA BIDANG KEDARURATAN LOGISTIK DAN PERALATAN 11 1 1
KEPALA SEKS! LOGISTIK DAN PERALATAN 3 1 1




NAMA JABATAN STRUKTURAL

KELAS
JABATAN

PERSEDIAAN
PEGAWAI

KEBUTUHAN
PEGAWAI

KETERANGAN
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KEPALA SEKS| KEDARURATAN

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

11

KEPALA SEKS! REHABILITASI

KEPALA SEKSI REKONSTRUKS!
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RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGA

KEPALA BAGIAN TATA USAHA

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN AKUTANSI

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, SDM, DAN PERLENGKAPAN

KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN MEDIK

KEPALA SUB BIDANG KEPERAWATAN

KEPALA SUB BIDANG INFORMASI RUMAH SAKIT

KEPALA BIDANG PENUNJANS

KEPALA SUB BIDANG PENUNJANG MEDIS

KEPALA SUB BIDANG PENUNJANG NON MEDIS

KEPALA SUB BIDANG PENUNJANG LOGISTIK

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN BAKU MUTU

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN

KEPALA SUB BIDANG BAKU MUTU

KEPALA SUB BIDANG HUKUM DAN HUMAS
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39.

SEKRETARIAT KORPRI

SEKRETARIS KORPRI

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KERJASAMA

KEPALA SUB BAGIAN OLAHRAGA, SENI BUDAYA, MENTAL DAN ROHAN!

KEPALA SUB BAGIAN USAHA BANTUAN HUKUM DAN SOSIAL
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KECAMATAN BATU AMPAR

CAMAT BATU AMPAR

SEKRETARIS KECAMATAN BATU AMPAR

KEPALA 5UB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKS! PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKS! KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
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41.

KECAMATAN BENGALON

CAMAT BENGALON

SEKRETARIS KECAMATAN BENGALON

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKS| PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
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42.

KECAMATAN BUSANG

CAMAT BUSANG

SEKRETARIS KECAMATAN BUSANG

KEPALA S5UB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKS| PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
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KECAMATAN KALIORANG

CAMAT KALIORANG

Lot
L]

SEKRETARIS KECAMATAN KALIORANG
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KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKS| PEMERINTAHAN

KEPALA SEKS| KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKS| PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
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KECAMATAN KARANGAN

CAMAT KARANGAN

SEKRETARIS KECAMATAN KARANGAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKS| PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKS| PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
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45.

KECAMATAN KAUBUN

CAMAT KAUBUN

SEKRETARIS KECAMATAN KAUBUN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKSI PEMERINTARAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKS! PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
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KECAMATAN KOMBENG
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5

CAMAT KOMBENG

SEKRETARIS KECAMATAN KOMBENG

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKS! PEMERINTAHAN

KEPALA SEKS! KETENTRAMAN, KETERTIEAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKS! KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
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47.

KECAMATAN LONG MESANGAT

CAMAT LONG MESANGAT

SEKRETARIS KECAMATAN LONG MESANGAT

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGFAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKS!I KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
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KECAMATAN MUARA ANCALONG

CAMAT MUARA ANCALONG

SEKRETARIS KECAMATAN MUARA ANCALONG

KEPALA SUB BAGIAN UMUNM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKS| PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN FUBLIK
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KECAMATAN MUARA BENGKAL

CAMAT MUARA BENGKAL

SEKRETARIS KECAMATAN MUARA BENGKAL

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKS! KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKS| KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN FUBLIK
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KECAMATAN MUARA WAHAU

CAMAT MUARA WAHAU

SEKRETARIS KECAMATAN NUARA WAHAL

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
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KECAMATAN RANTAU PULUNG

CAMAT RANTAU PULUNG

SEKRETARIS KECAMATAN RANTAU PULUNG

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKS| KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN FUBLIK

(S E0 EE0 TS 0 P T T P

(R F) [ iy iy P R Ry N

S

KECAMATAN SANDARAN

CAMAT SANDARAN

SEKRETARIS KECAMATAN SANDARAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN FUBLIK
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KECAMATAN SANGATTA SELATAN

CAMAT SANGATTA SELATAN

SEKRETARIS KECAMATAN SANGATTA SELATAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA 5UB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKS| KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN FUBLIK
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KECAMATAN SANGATTA UTARA

CAMAT SANGATTA UTARA

SEKRETARIS KECAMATAN SANGATTA UTARA

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
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PERSEDIAAN | KEBUTUHAN
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KETERANGAN
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KEPALA SEKS| PELAYANAN PUBLIK
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55.

KECAMATAN SANGKULIRANG

CAMAT SANGKULIRANG

SEKRETARIS KECAMATAN SANGKULIRANG

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKS| PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
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56.

KECAMATAN TELEN

CAMAT TELEN

fary
L]

SEKRETARIS KECAMATAN TELEN
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KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKS| PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKS| PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
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57.

KECAMATAN TELUK PANDAN

CAMAT TELUK PANDAN
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SEKRETARIS KECAMATAN TELUK PANDAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KEPALA SEKS| PEMERINTAHAN

KEPALA SEKS! KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
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KELURAHAN SINGA GEWEH

LURAH SINGA GEWEH

SEKRETARIS LURAH SINGA GEWEH

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKS| PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
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KELURAHAN TELUK LINGGA

LURAH TELUK LINGGA

SEKRETARIS LURAH TELUK LINGGA

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKS| PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
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